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MOTTO 

        

6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan. 

(Q.S. Al-Insyrah: 6) 

*** 
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ABSTRAK 
 

 
Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili 
Sengketa Pemberhentian Pegawai BUMD (Studi Putusan PTUN 
Bengkulu Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL) oleh: Santika, NIM. 
1811150088, Hukum Tata Negara, Syariah, UIN Fatmawati Sukarno 
Bengkulu 
 
Terdapat dua persoalan dalam penelitian ini yakni : 1) Bagaimana 
dasar Hukum kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam 
Mengadili Sengketa Pemberhentian Pegawai BUMD pada putusan 
Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL? 2) Apa pertimbangan hukum 
yang digunakan Hakim PTUN Bengkulu dalam putusan Nomor 
05/G/2014/PTUN.BKL? Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah  penelitian kepustakaan (Libraray research).  
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa:  1) Dasar 
Hukum Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam 
Mengadili Sengketa Pemberhentian Pegawai BUMD pada putusan 
Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL merujuk pada pasal 87 Undang-
Undang Administrasi Pemerintahan memperluas obyek sengketa 
di Peradilan Tata Usaha Negara; 2) Pertimbangan Hukum yang 
Digunakan Hakim PTUN Bengkulu dalam putusan Nomor 
05/G/2014/PTUN.BKL, Surat Keputusan Nomor: 56 Tahun 2013, 
yang ditetapkan di  Bengkulu, tertanggal 12 November 2013 
tentang pemberhentian  secara tidak hormat sebagai Pegawai 
Perusahaan Daerah Air  Minum Kota Bengkulu: a) bahwa 
membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan  menyatakan 
pada intinya bahwa penerbitan objek sengketa telah memenuhi 
prosedur, mekanisme dan tata cara yang ditentukan dalam  
peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) bahwa tergugat 
telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 4 Maret 
2014; c) Majelis  berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan 
(5) Undang-undang  Nomor 48 Tahun 2009 serta  Pasal 47 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986. 
 
Kata Kunci: Kewenangan, Peradilan Tata Usaha, Sengketa    

viii 



5 

 

ABSTRACT 
 

 

 

Authority of the State Administrative Court in Adjudicating 
Disputes on Dismissal of BUMD Employees (Study of Bengkulu 
Administrative Court Decision Number 05/G/2014/PTUN.BKL) 
by: Santika, NIM. 1811150088, Constitutional Law, Sharia, UIN 
Fatmawati Sukarno Bengkulu 
 
There are two problems in this research, namely: 1) The Legal Basis 
of the State Administrative Court in Adjudicating Disputes on 
Dismissal of BUMD Employees in Decision Number 
05/G/2014/PTUN.BKL? 2) What are the legal considerations used 
by the Bengkulu Administrative Court Judge in the decision 
Number 05/G/2014/PTUN.BKL? The research method used in this 
research is library research. The results of the analysis can be key 
that: 1) The Legal Basis of State Administrative Authority in 
Prosecuting BUMD Employees in Decision Number 
05/G/2014/PTUN.BKL Referring to article 87 of the Government 
Administration Law Based on objects in the State Administrative 
Court. 2) Legal Considerations Used by Bengkulu State 
Administrative Court Judges in Decision Number 
05/G/2014/PTUN.BKL, Decision Letter Number: 56 of 2013, which 
was stipulated in Bengkulu, dated November 12, 2013 regarding 
dishonorable discharge as an employee of a regional drinking 
water company Bengkulu City: a) that refutes the arguments of the 
applicable lawsuit by stating that the issuance of the dispute has 
complied with the procedures, mechanisms and procedures 
specified in the laws and regulations; b) that the defendant has filed 
an Exception in its Response dated March 4, 2014; c) The Assembly 
is guided by the provisions of Article 25 paragraphs (1) and (5) of 
Law Number 48 of 2009 and Article 47 of Law Number 5 of 1986. 
 
Keywords: Authority, Administrative Court, Dispute  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan hukum dan negara dalam konsepsi negara 

hukum merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan antara 

satu dengan yang lainnya. Hal ini di karenakan suatu negara 

yang mengkultuskan sistem ketatanegaraannya sebagai negara 

hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari eksistensi hukum 

dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan di negara 

tersebut. Negara hukum merupakan konsep bernegara yang 

telah berkembang dari beberapa dekade lalu. Terbukti dari 

keberadaan pemikiran mengenai konsep-konsep negara hukum 

yang telah ada dan berkembang jauh sebelum konsep negara 

hukum telah tersusun dan tertata seperti saat sekarang ini.1 

Pembentukan suatu negara pada prinsipnya 

menghendaki terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat. 

Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa “kemudian 

dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.2 

                                                             
1 Muten Nuna & Roy Marthen Moonti, Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan 

Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia, (Jurnal Ius 
Constituendum | Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019), h. 112 

2 Jupri & Roy Marthen Moonti, Diskriminasi Hukum Dalam Pemberantasan 
Korupsi Politik Di Daerah, Dialogia Iuridica, (Jurnal Ilmiah, Volume 11 Nomor 1, 
November 2019), h. 115 

1 
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Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan 

bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum yaitu 

Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan 

pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik yang bertujuan meningkatkan 

kehidupan demokratis yang sejahterah, berkeadilan, dan 

bertanggungjawab.3 

Indonesia sebagai suatu negara hukum, memiliki badan 

peradilan yang merdeka dalam menyelenggarakan kekuasaan 

kehakiman guna menegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, ”Kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kompetensi 

lingkungan badan peradilan diatur dalam Pasal 25 Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

1). Peradilan umum adalah memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan pidana dan perdata; 2). Peradilan agama adalah 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara 

orang-orang yang beragama Islam; 3). Peradilan militer adalah 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tindak 

pidana militer; 4). Peradilan tata usaha negara adalah 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha 

negara. Untuk lingkungan peradilan tata usaha negara sebagai 

sub sistem dari sistem peradilan di Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 

                                                             
3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008. 
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tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 

tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara (UU Peratun) dalam Pasal 47 mengatur tentang 

kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam 

sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha 

negara. Kewenangan pengadilan untuk menerima, memeriksa, 

memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya 

yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili.4 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam pembuatan 

keputusan oleh TUN, dituntut untuk memperhatikan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku, dan dalam melaksanakan 

tindakan hukum harus pula memperhatikan Asas-asas Umum 

Pemertintahan yang Baik (AAUPB). Apabila ada kekurangan 

atau tidak dipenuhinya asas-asas tersebut dalam suatu tindakan 

pejabat TUN dalam keputusan dianggap cacat hukum. Hal 

tersebut disebabkan karena keputusan pejabat TUN adalah 

tindakan hukum, oleh karena itu keputusan yang dibuat dapat 

digugat apabila dianggap bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundangan dan asas-asas umum pemerintahan 

yang baik. Dalam pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2004 

                                                             
4 Yodi Martono Wahyunadi, Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha 

Negara Dalam Konteks UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintahan, (Jurnal Hukum Vol. 5 Nomor 1 Maret 2016), h. 136 
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tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN 

disebutkan bahwa :   “Keputusan Tata Usaha Negara yang 

digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang 

baik”. 

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang 

timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau 

badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat 

dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara termasuk 

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.5 Sengketa kepegawaian yang termasuk 

ke dalam salah satu objek sengketa Tata Usaha Negara yang 

dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara.6 

Penjelasan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan 

bahwa yang dimaksud sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara 

adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai Aparatur sipil 

Negara terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai. Hak 

Pegawai Negri Sipil untuk menyelesaikan sengketa melalui 

Peradilan Administrasi harus terlebih dahulu menggunakan 

                                                             
5 Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara. 
6 H. Abdul Khair dkk, Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara 

Melalui Upaya Banding Administratif,  (Jurnal Ilmu Hukum Jatiswara Vol. 31 
Nomor 3 November 2016), h. 416 
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sarana administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2004.7 

Pada tahun 2013 telah terjadi sengketa di Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu sebagai akibat 

dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur PDAM Kota 

Bengkulu Nomor 56 Tahun 2013 pada tanggal 12 November 

2013 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama 

Betty Ainun Sari sebagai pegawai PDAM Kota Bengkulu. 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu menerima 

gugatan yang didaftarkan oleh Betty Ainun Sari tersebut pada 

tanggal 3 Februari 2014 dengan Nomor Register 

05/G/2014/PTUN.BKL. Dalam Surat Keputusan tersebut Betty 

Ainun Sari disebutkan melanggar pasal 37 Ayat (2) Huruf a dan 

b dan Pasal 39 huruf f Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum 

Kota Bengkulu Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Kepegawaian 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu. 

Diterbitkan surat keputusan tersebut dinilai telah 

menimbulkan akibat hukum merugikan bagi Betty Ainun Sari 

karena menurutnya pemecatan dirinya sebagai pegawai PDAM 

Kota Bengkulu tidak memenuhi unsur pemecatan sebagai yang 

diatrur Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 

Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air 

Minum Kota Bengkulu dan Pasal 39 Peraturan Perusahaan 

Daerah Air Minum Kota Bengkulu Nomor 72 tahun 2004 

Tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota 

                                                             
7 Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian Di 

Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 151. 
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Bengkulu. Dengan demikian penggugat menyatakan bahwa 

tergugat Direktur PDAM Kota Bengkulu telah melakukan 

perbuatan melawan hukum atas posisi dan kedudukannya 

dalam mengeluarkan keputusan yang merugikan tersebut. 

Pihak direksi PDAM Kota Bengkulu dalam eksepsinya 

menyatakan PTUN Bengkulu tidak berwenang mengadili 

perkara tersebut karena termasuk kompetensi absolut 

Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu dikarenakan 

perkara tersebut bukanlah termasuk sengketa kepegawaian 

dikarenakan penggugat bukanlah Pegawai Negri sebagaimana 

yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian. PTUN Bengkulu dalam amar seluruhnya 

menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 56 Tahun 2013 

tersebut. 

Kedudukan Pegawai PDAM tidaklah sama dengan PNS 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian maupun 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara yang tunduk pada hukum kepegawaian yang berlaku. 

Hukum kepegawaian mengatur tentang hal-hal yang 

menyangkut PNS berkenaan dengan pejabat dan hubungannya 

dengan kedinasan.8 Sedangkan pegawai PDAM tunduk pada 

aturan kepegawaian sendiri yaitu peraturan perusahaan. 

Setelah adanya reformasi BUMN di Indonesia mendapat 

pengaturan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

                                                             
8 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2011), h. 103. 
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2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pelimphan 

Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Mentri Keuangkan Pada 

persero, Perum dan Perjan Kepada Mentri Negara BUMN. Jenis 

BUMN di Indonesia yaitu Persero dan Perum, dimana salah 

satu ciri-cirinya adalah pegawainya berstatus pegawai swasta.9  

Pada pasal 87 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 

Tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan Karyawan 

BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak 

dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja 

bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang ketenagakerjaan. Penjelasan dari ayat ini 

menyebutkan dengan status kepegawaian BUMN seperti ini, 

bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan eselonisasi jabatan 

yang berlaku bagi pegawai negri. Perjanjian kerja bersama 

dimaksud dibuat antara pekerja BUMN dengan pemberi kerja 

yaitu manajemen BUMN.10 Sedangkan berdasarkan Pasal 74 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan 

Usaha Milik Daerah, Pegawai BUMN merupakan pekerja 

BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, 

dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai ketenagakerjaan.11 

                                                             
9 Zainal Asikin, Hukum Dagang, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 

h. 67. 
10 Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan 

Usaha Milik Negara 
11 Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan 

Usaha Milik Daerah. 
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Betty Ainun Sari diangkat sebagai Calon Pegawai PDAM 

Kota Bengkulu berdasarkan surat Keputusan Direksi PDAM 

Kota Bengkulu Nomor 831. 2.3-32 Tahun 1997 Tentang 

Pengangkatan Calon Pegawai PDAM Kota Bengkulu dan 

diangkat menjadi Pegawai PDAM Kota Bengkulu berdasarkan 

Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Bengkulu Nomor 821.123-

0202 Tahun 1998 Tentang Pengangkatan Pegawai PDAM Kota 

Bengkulu. Semua pegawai PDAM Kota Bengkulu terikat pada 

peraturan-peraturan yang mengatur tentang kepegawaian 

termasuk didalamnya peraturan perusahaan yang mengatur 

syarat-syarat kerja dan tata tertib dari PDAM Kota Bengkulu. 

Namun kedudukan Betty Ainun Sari bukanlah  sebagai 

Pegawai Negri Sipil yang tunduk pada Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara melainkan sebagai pegawai Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) yang tunduk pada undang-undang 

ketenagakerjaan dan peraturan lainnya yang terkait 

kepegawaian PDAM Kota Bengkulu. 

Surat Keputusan Direktur PDAM Kota Bengkulu Nomor 

56 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat 

Sebagai Pegawai PDAM Kota Bengkulu merupakan bentuk 

Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat. 

Sehingga sengketa antara Penggugat dan Tergugat merupakan 

perselisihan hubungan industrial. Perselisihan Hubungan 

Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan 

pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha 

dengan pekerja/buruh atau serikat buruh karena adanya 
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perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, 

perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar 

serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.12 

Sengketa mengenai perselisihan pemutusan hubungan 

kerja saudara Betty Ainun Sari bukan merupakan sengketa 

kepegawaian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

Tentang Aparatur Sipil Negara. Perselisihan pemutusan 

hubungan kerja yaitu perselisihan yang timbul karena tidak 

adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan 

kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.13 Hal tersebut telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pasal 56 huruf 

c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyebutkan 

bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan 

berwenang memeriksa dan memutus ditingkat pertama 

mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja.14  

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan kajian terhadap putusan dengan judul 

“Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili 

Sengketa Pemberhentian Pegawai BUMD (Studi Putusan 

PTUN Bengkulu Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL)”. 

 

                                                             
12Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2015), h. 120. 
13Abdul Hakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: 

PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h.145. 
14Pasal 56 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini antara lain :  

1. Bagaimana dasar Hukum kewenangan Peradilan Tata Usaha 

Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemberhentian Pegawai 

BUMD pada putusan Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL? 

2. Apa pertimbangan hukum yang digunakan Hakim PTUN 

Bengkulu dalam putusan Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan 

yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dasar Hukum kewenangan Peradilan 

Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa 

Pemberhentian Pegawai BUMD pada putusan Nomor 

05/G/2014/PTUN.BKL 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan 

Hakim PTUN Bengkulu dalam putusan Nomor 

05/G/2014/PTUN.BKL 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang akan penulis 

lakukan terbagi atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis 

yang rinciannya adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan 

yang berarti dalam perkembangan ilmu hukum umumnya 

di Fakultas Syariah dan khususnya pada jurusan Hukum 

Tata Negara terkait dengan perkara putusan tata usaha 

Negara. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan masukan dan pertimbangan bagi masyarakat 

maupun aparat penegak hukum dalam memahami 

kewenangan dan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara 

dalam mengadili sengketa TUN. 

E. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian terdahulu supaya tidak terjadi 

pengulangan penelitian dapat dilihat melalui penelitian 

terdahulu berikut : 

Tabel 1. 
Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

N
o 

Nama dan 
tahun 

Judul Persamaan Perbedaan 

1 Muhammad 
Ikhsan Sapa 
tahun 2017 

Studi Analisis 
Terhadap Putusan 
Pengadilan Tata 
Usaha Negara 
Tentang Sengketa 
Kepegawaian 
Nomor:47/G/2015
/Ptun.Mks 

Sama-sama 
mengkaji mengenai 
putusan pengadilan 
tata usaha Negara 
tentang sengketa 
kepegawaian 

Pemberhentian 
jabatan eselon III dan 
menurunkan/menonj
obkan penggugat 
sebagai staf bagian 
umum Dpb pada 
asisten bidang 
pemerintahan kota 
Makassar yang 
dianggap tidak sah 
dan merugikan 
penggugat. 
Sedangkan penulis 
membahas masalah 
pemecatan secara 
tidak hormat pegawai 
PDAM Kota 
Bengkulu. 
 

2 Yanto, tahun 
2018 

Tinjauan Yuridis 
Terhadap 
Pemberhentian 

Sama-sama 
mengkaji mengenai 
pengadilan tata 

Perbedaan inti 
masalah antara 
peneliti ini dengan 
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Tidak Dengan 
Hormat Dari Dinas 
Kepolisian 
Republik Indonesia 
(Studi Putusan 
Perkara Nomor: 
1/G/2018/Ptun.Bk
l) 

usaha Negara 
tentang sengketa 
kepegawaian 

penelitian yang 
penulis lakukan yaitu: 
peneliti ini membahas 
masalah pemecatan 
secara tidak hormat 
anggota polri di polda 
Bengkulu. Sedangkan 
penulis membahas 
masalah pemecatan 
secara tidak hormat 
pegawai PDAM kota 
Bengkulu. 

3 Enrico 
Simanjuntak, 
tahun 2021 

Perkembangan 
Kewenangan 
Peradilan Tata 
Usaha Negara 
Mengadili 
Sengketa 
Kepegawaian 
Aparatur Sipil 
Negara 

Persamaanya adalah 
sama-sama mengkaji 
mengenai 
pengadilan tata 
usaha Negara 
tentang sengketa 
kepegawaian  

Perbedaannya adalah 
Enrico hanya 
berfokus pada 
Perkembangan 
Kewenangan 
Peradilan Tata Usaha 
Negara Mengadili 
Sengketa 
Kepegawaian 
Aparatur Sipil Negara 
sedangkan pada 
penelitian ini 
membahas masalah 
pemecatan secara 
tidak hormat pegawai 
PDAM kota 
Bengkulu.  

 

F. Kerangka Teori  

1. Teori Negara Hukum 

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang 

bertujuan untuk mewujudkan Negara kesejahteraan 

(walfare state) sebagaimana dirumuskan Pasal 1 Ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
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1945.15 Istilah makna Negara hukum itu sendiri terdapat 

beberapa versi, diantaranya merujuk pada gagasan Negara 

hukum yang telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia 

menulis Nomoi, sebagai karya tulis ketiga setelah dua 

tulisan pertamanya yaitu politeia dan Politicos belum 

muncul istilah Negara hukum. Dalam Nomoi Plato 

mengemukakan bahwa penyelenggaraan Negara yang baik 

ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. 

Gagasan Plato tentang Negara hukum ini semakin tegas 

ketika didukung oleh muridnya Aristoteles yang 

menuliskannya dalam buku Politica.16  

Selain gagasan Negara hukum yang dikemukakan 

oleh plato, muncul pula secara lebih eksplisit pada abad ke-

19 konsep Negara hukum menurut versi frederich Julius 

stahl dalam bukunya Philosophie des Rechts, ciri-ciri Negara 

hukum (rechtsstaat) itu haruslah memenuhi empat unsur 

yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 

pemisahan atau pembagian kekuasaan Negara untuk 

menjamin hak-hak asasi manusia, pemerintahan 

berdasarkan peraturan dan adanya peradilan administrasi.17 

Konsep Negara hukum menurut stahl tersebut 

menunjukan arti pentingnya peradilan administrasi sebagai 

salah satu syarat bagi Negara hukum. sejalan dengan konsep 

stahl tersebut Indonesia sebagai Negara hukum, sejak tahun 

                                                             
15 Priyatmanto Abdoellah, Revitalisasi Kewenangan PTUN, (Yohyakarta: 

Cahaya Atma Pustaka, 2020), h. 1.  
16 Ridwan HR, Hukum  Administrasi Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2014), h. 2. 
17 Ridwan HR, Hukum  Administrasi Negara,  …, h. 3 
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1991 telah membentuk peradilan administrasi atau Peradilan 

Tata Usaha Negara (Peratun) berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 yang mulai beroperasi sejak tanggal 14 

Januari 1991. Menurut undang-undang tersebut, tujuan 

diadakannya peratun adalah dalam rangka memberikan 

perlindungan kepada rakyat pencari keadilan yang merasa 

dirinya dirugikan akibat suatu keputusan tata usaha Negara. 

Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa 

kekuasaan dilingkungan peratun dilakukan oleh Pengadilan 

Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara (PTTUN). Kekuasaan kehakiman tersebut 

bermuara pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan 

Negara tertinggi. 

Untuk mencapai tujuan peratun yang diamanatkan 

oleh undang-undang tersebut, salah satu aspek penting 

adalah melihat sejauh mana peratun diberikan kewenangan 

untuk mengadili objek dan sengketa TUN. Ruang lingkup 

kewenangan mengadili atau kompetensi absolut. 

Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha 

Negara yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara 

orang atau badan hukum perdata dengan badan atau 

pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, 

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, 

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU No. 
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5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004).18 bukan saja 

menyangkut batasan wewenang peratun, melainkan juga 

menyangkut efektifitas fungsinya dalam memberikan 

perlindungan hukum bagi warga Negara serta perlindungan 

hukum dan sekaligus kontrol terhadap pemerintahan dalam 

rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan 

bersih. 

Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kewenangan 

absolut dari peraturan maka perlu dipahami hal-hal seperti 

apa itu yang dimaksud dengan peratun dan apa saja yang 

menjadi ruang lingkup dari kompetensi absolut peratun 

tersebut sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Konsep Peradilan Tata Usaha Negara 

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986, PTUN merupakan pengadilan 

tingkat pertama yang berkedudukan di kotamadya atau 

ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi 

wilayah kotamadya atau kabupaten. Sedangkan PTUN 

berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah 

hukumnya meliputi wilayah provinsi.19 Menurut 

undang-undang tersebut, tujuan diadakannya peratun 

adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada 

rakyat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan 

akibat suatu KTUN. Untuk mencapai tujuan yang 

diamanatkan oleh undang-undang tersebut haruslah 

                                                             
18 Darda Syahrizal, Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha 

Negara, (Yogyakarta, Medpress Digital, 2013), h. 86. 
19 Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara 
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diketahui sejauh mana peratun diberikan kewenangan 

dala m mengadili objek dan subjek sengketa TUN. 

b. Ruang Lingkup Dari Kompetensi Absolut Peradilan Tata 

Usaha Negara  

Istilah kompetensi berasal dari bahasa latin yaitu 

competentia, secara etimologi diartikan sebagai 

kecakapan, kemampuan atau kewenangan. Secara umum 

dimaknai sebagai kewenangan untuk menentukan atau 

memutuskan sesuatu dapat pula diartikan sebagai hak 

dan kekuasaan untuk bertindak. Kompetensi absolut 

(absolut competentie, attributie van rechtmach) pengadilan 

dapat diartikan sebagai kewenangan mutlak yang 

dimiliki oleh suatu pengadilan untuk menerima, 

mengadili dan memutus suatu perkara tertentu 

berdasarkan kriteria objek perkara dan subjek 

perkaranya. Adapun yang menjadi ruang lingkup dari 

kompetensi absolut peratun adalah sebagai berikut: 

1) Objek Sengketa Tata Usaha Negara 

Objek sengketa Tata Usaha Negara secara jelas 

dapat diketahui dari definisi/rumusan yang 

tercantum dalam Pasal 1 butir 4 UU No. 5/1986. Dari 

rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang 

menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara 

dirumuskan peradilan Tata Usaha Negara adalah 

keputusan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa 

Tata Usaha Negara tersebut selalu berkaitan dengan 

dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara.  
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Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat 

dijadikan sebagai objek sengketa harus memenuhi 

unsur-unsur penetapan tertulis sebagaimana yang 

dirumuskan dan disyaratkan dalam pasal 1 butir 3 

yang berbunyi: “Keputusan TUN adalah suatu 

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau 

Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, 

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau 

badan hukum perdata”.20 

 

2) Subjek Sengketa Tata Usaha Negara 

Subjek didalam sengketa TUN terdiri dari tiga pihak 

yaitu: 

a) Penggugat; 

b) Tergugat; 

c) Pihak Ketiga; 

3) Pembatasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara 

Kriteria objek sengketa peradilan TUN 

sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir (9) Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidaklah bersifat 

mutlak melainkan ada pembatasan-pembatasan 

terhadap keputusan tertentu meskipun telah 

memenuhi unsur-unsur KTUN tetapi tidak dapat 

digugat ke PTUN.  

                                                             
20 Nur Asiyah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta, 

Depublish, 2015), h. 40. 
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Menurut Syahran Basah pembatasan tersebut 

dibedakan menjadi dua yaitu pembatasan langsung 

dan tidak langsung. Pembatasan langsung adalah 

pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali 

bagi peradilan tata usaha Negara untuk memeriksa 

dan memutus objek sengketa tersebut, pembatasan 

tidak langsung adalah pembatasan atas kompetensi 

absolut yang masih membuka kemungkinan bagi 

Peratun untuk memeriksa dan memutus sengketa 

TUN, dengan ketentuan bahwa seluruh prosedur 

(upaya) administrative yang tersedia untuk itu telah 

ditempuh. 

4) Penghapusan/Pengadilan Objek Sengketa Tata Usaha 

Negara 

Selain adanya pembatasan objek sengketa, 

kompetensi peradilan tata usaha Negara juga 

dipersempit dengan adanya penghapusan beberapa 

jenis sengketa objek sengketa TUN tertentu yang 

dulunya termasuk wewenang peratun yang dialihkan 

menjadi wewenang peradilan lain karena lahirnya 

peraturan perundang-undangan baru antara lain: 

a) Sengketa Perpajakan; 

b) Sengketa Perburuan; 

c) Sengketa Kepegawaian di BUMN dan 

d) Sengketa Kepegawaian di Perguruan Tinggi. 

Kompetensi peradilan tata usaha Negara 

dipersempit dengan adanya penghapusan beberapa 

jenis sengketa objek sengketa TUN tertentu  yang  
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dulunya  termasuk  wewenang  peratu  yang  

dialihkan  menjadi wewenang peradilan lain karena 

lahirnya peraturan perundang-undangan baru, salah 

satunya adalah sengketa perburuhan. Sengketa 

perburuhan tidak lagi menjadi kompetensi dari 

peratun sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial. 

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI, sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2004 Tentang PPHI bahwa Pengadilan 

Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus 

yang berada pada lingkungan peradilan umum. Pada 

pasal 56 juga disebutkan bahwa pengadilan 

Hubungan Industrial bertugas dan berwenang 

memeriksa dan memutus: 

a) Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; 

b) Di tingkat pertama dan terakhir mengenai 

perselisihan kepentingan; 

c) Di tingkat pertama mengenai perselisihan 

pemutusan hubungan kerja; 

d) Di tingkat pertama dan terakhir mengenai 

perselisihan pemutusan hubungan kerja; 

e) Di tingkat pertama dan terakhir mengenai 

perselisihkan antar serikat pekerja/serikat buruh 

dalam satu perusahaan. 
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2. Teori Badan Hukum 

Secara umum badan hukum dapat dibedakan dalam 

dua jenis yaitu badan hukum publik dan badan hukum 

privat yang dijelaskan sebagai berikut:21 

a. Badan hukum publik adalah badan hukum yang 

didirikan berdasarkan hukum publik atau orang banyak 

dan bergerak di bidang publik atau yang menyangkut 

kepentingan negara atau umum, badan hukum ini 

merupakan badan negara yang dibentuk oleh yang 

berkuasa berdasarkan perUndangUndangan, yang 

dijalankan oleh pemerintah atau badan yang ditugasi 

untuk itu, contohnya :  

1) Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

UUD1945;  

2) Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota 

berdasarkan Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 jo. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (UU Pemda tersebut telah 

mengalami revisi sebanyak dua kali); 

3) Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara. 

4) Pertamina didirikan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan 

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara 

                                                             
21 C.S.T. Kansil dan Christine S.T., Kamus Istilah Aneka Hukum, Cetakan 

Pertama (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), h. 12 
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b. Badan hukum privat adalah badan hukum yang 

didirikan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil 

yang bergerak dibidang privat atau menyangkut 

kepentingan orang atau individu-individu yang 

termasuk dalam badan hukum tersebut. Badan hukum 

ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh 

sejumlah orang untuk tujuan tertentu seperti mencari 

laba, sosial/ kemasyarakatan, politik, dan ilmu 

pengetahuan dan teknologi contohnya :22 

1) Perseroan Terbatas (PT), pendiriannya berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

PerseroanTerbatas; 

2) Koperasi, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi; 

3) Yayasan, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001; 

4) Partai Politik, pendiriannya berdasarkan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol jo. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2008.  

Badan Hukum harus memenuhi 2 syarat, yaitu 112:23 

1) Syarat Materiil yaitu adanya pemisahan harta 

kekayaan, adanya tujuan tertentu, ada pengurus. 

                                                             
22 Wirjono Projodikoro, Azas-azas Hukum Perdata, Cetakan Pertama, 

(Bandung: Sumur: Bandung, 1966), h. 84 
23 C.S.T. Kansil dan Christine S.T., Kamus Istilah Aneka Hukum,  …, h. 14 
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2) Syarat formil yaitu didirikan dengan akta autentik 

untuk mendapatkan pengesahan Menteri dengan 

terpenuhinya syarat tersebut, maka suatu badan 

hukum akan diakui eksistensinya oleh Negara. 

Konsep tentang badan hukum dapat dijelaskan melalui 

beberapa teori, sebagai berikut: 

1) Teori Fiksi 

Teori ini disebut juga dengan teori entitas (entity 

theory) atau teori simbol (entity theory). Menurut teori ini 

bahwa badan hukum hanya merupakan simbol dari 

totalitas jumlah kumpulan orang-orang yang terkait 

dengan badan hukum tersebut. Pada dasarnya yang 

mempunyai kehendak adalah manusia. Badan hukum 

adalah suatu abtraksi, bukan merupakan suatu hal yang 

konkrit. Mengingat sebagai suatu abtraksi maka tidak 

mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, 

sebab hokum memberi hak-hak kepada yang 

bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan 

kehendak berkuasa. Badan hukum semata-mata 

hanyalah buatan pemerintah atau negara. Sebenarnya 

menurut alam manusia selalu subjek hukum, tetapi 

orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum 

sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan 

manusia.24 

2) Teori Organ atau Teori Peralatan 

Menurut teori ini badan hukum itu seperti manusia, 

menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan 

                                                             
24 Chidir Ali, Badan Hukum,  …, h.33 
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hukum. Badan hokum merupakan suatu badan yang 

membentuk kehendak dengan perantaraan alat-alat atau 

organ-organ badan. Menurut teori organ badan hokum 

bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. 

Badan hokum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak 

bersubjek, tetapi badan hokum itu suatu organisme yang 

riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. 

Fungsi badan hukum dipersamakan dengan 

fungsinya manusia. Tiap-tiap perkumpulan/ 

perhimpunan orang adalah badan hukum. Kualitas 

subjek hukum pada manusia juga tidak dapat ditangkap 

dengan panca indera, dan bertindaknya tidak dengan 

kesatuan wujud orang, tetapi organ dari orang itu yang 

bertindak. Begitu pula badan hukum sebagai wujud 

kesatuan tidak bertindak sendiri melainkan organnya.25 

3) Teori Kekayaan Jabatan 

Teori kekayaan bersama itu menganggap badan 

hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan 

hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. 

Menurut teori ini badan hukum bukan abstraksi dan 

bukan organ. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan 

hukum adalah tanggung jawab bersama-sama. Harta 

kekayaan badan itu adalah milik bersama seluruh 

anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu 

kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut 

                                                             
25 Tri Budiyono, Hukum Dagang, (Salatiga: Griya Media, 2010), h. 21. 
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badan hukum. Karena itu, badan hukum hanyalah suatu 

konstruksi yuridis belaka.26 

4) Teori Kekayaan Bertujuan 

Menurut teori ini hanya manusia yang dapat 

menjadi subjek hukum. Karena itu badan hukum bukan 

subjek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu 

badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada 

subjek hukum. Teori ini mengemukakan bahwa 

kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak 

sebagaimana lazimnya hak-hak manusia. Di sini yang 

penting bukanlah siapa badan hukum itu, tetapi 

kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. 

Menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak 

peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal 

atau bukan, yang terpenting adalah tujuan dari kekayaan 

tersebut. 

5) Teori Kenyataan Yuridis 

Menurut teori ini badan hukum itu merupakan 

suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, 

bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Teori ini 

menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan 

badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada 

bidang hukum saja. 

3. Konsep Peradilan dalam Islam 

Peradilan adalah segala sesuatu mengenenai perkara 

pengadilan sedangkan pengadilan memiliki arti yang 

banyak yaitu dewan atau majlis yang mengadili perkara, 

                                                             
26 Chidir Ali, Badan Hukum,  …, h.35 
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mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim yang 

mengadili perkara, dan mahkamah perkara. 27 

Sedangkan menurut istilah, peradilan adalah daya 

upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian 

perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-

peraturan dan lembagalembaga tertentu dalam pengadilan. 

Adapun dalam Islam, istilah peradilan diambil dari kata 

qadla yang secara etimologi berarti menetapkan sesuatu dan 

menghukuminya, sedangkan kata qadla menurut istilah 

adalah memutuskan perselisihan yang terjadi pada dua 

orang yang berselisih atau lebih dengan hukum Allah 

SWT.28 

Orang-orang yang menjalankan peradilan disebut 

qadli (hakim) karena diambil dari wazan isim fa‟ilnya yang 

lafadz qadla yang berarti orang yang menetapkan hukum, 

sedangkan disebut hakim karena qadli adalah orang yang 

menjalankan hukum Allah SWT terhadap orang yang 

berperkara. Dengan demikian, peradilan dimaksudkan 

untuk menetapkan suatu perkara secara adil sesuai dengan 

ketentuan hukum yang bersumber dari al-Qur‟an dan 

sunnah, yang mana peradilan dalam Islam diposisikan 

sejajar dengan imamah (kepemimpinan) sebagai kewajiban 

yang bukan bersifat personal tetapi merupakan fardlu 

kifayah. Yakni kewajiban yang dapat gugur dengan adanya 

salah seorang dari kaum Muslimin yang mendudukinya, 

                                                             
27 Zaini Ahmad Nuh, Hakim Agama dari Masa ke Masa, cet. 1 (Jakarta: 

Munas Ikaha, 1995,), h. 15. 
28 Hendra Gunawan, Sistem Peradilan Islam, (-Jurnal El-Qanuny,  Volume 5 

Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2019), h. 91 
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artinya apabila ada beberapa orang yang memiliki 

kemampuan untuk menjadi hakim kemudian tidak satupun 

yang mendudukinya sekalipun pemimpin 

mengharapkannya, maka berdosalah semua orang karena 

tidak ada yang mewakili kepentingan semua orang dalam 

mencari keadilan melalui peradilan.29 

Dengan demikian, peradilan merupakan hal penting 

dan menjadi pusat perhatian bagi keberlangsungan 

kehidupan insan manusia karena pada umumnya kewajiban 

yang bersifat sosial itu bertujuan untuk menjaga stabilitas 

kehidupan sosial dan melindungi kewajiban personal dari 

setiap individu. Sebab merupakan kategori fardlu kifayah 

karena sebagai upaya memerintahkan pada amar ma’ruf 

nahi munkar (kebaikan dan mencegah perbuatan munkar). 

Sepintas terkesan bahwa hukum untuk menjadi hakim bagi 

setiap orang adalah fardlu kifayah terutama orang-orang 

yang dianggap layak dan mampu menjadi wakil dari 

pemimpin dalam mengurusi masalah peradilan. 

Peradilan Islam tidak hanya menetapkan hukum 

antara manusia dengan lainnya, tetapi juga menetapkan 

segala sesuatu menurut hukum Islam, dengan kata lain 

bahwa peradilan Islam tidak hanya menyangkut pada 

perkara perselisihan yang bersifat perdata saja tetapi juga 

menyangkut hal-hal yang bersifat pidana dan kenegaraan.  

4. Aspek Siyasah 

Dalam literatur Islam, Hukum Politik Islam atau sering 

disebut dengan Fiqh Siyasah/Siyasah Syar’iyyah adalah 

                                                             
29 Hendra Gunawan, Sistem Peradilan Islam, …, h. 92 
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bagian dari fiqh muamalah yang sangat dinamis dan 

berkembang secara cepat. Menariknya, banyak yang tidak 

sadar bahwa ijma’ pertama yang terjadi dalam sejarah fiqh 

para sahabat justru dalam bidang fiqh siyasah bukan fiqh 

ibadah atau lainnya. Sebelum ilmu fiqh dan kaedah-kaedah 

ushul fiqh disusun pada abad kedua hijriyah, para khulafa 

al-rasyidin dan sahabat yang lain bukan hanya menyadari 

pertingnya arti kepemimpinan dan pemerintahan dalam 

Islam, tetapi langsung menerapkannya dalam dunia nyata 

hanya beberapa saat sepeninggalnya rasulullah saw.30 

Sejarah politik dan ketatanegaraan merupakan studi 

yang penting dalam Islam. Karena sejarah Islam pada 

hakikatnya adalah sejarah negara yang corak dan bentuknya 

berubah menurut perkembangan zaman. Penulis buku Teori 

Politik Islam Dhiyauddin Rais juga menegaskan bahwa 

penyelenggaraan negara dengan menjalankan hukum Islam 

adalah fakta sejarah yang tak terbantahkan karena itu 

merupakan esensi agama Islam sepanjang sejarah 

politiknya. Penerapan syariat Islam dan penyiapan segala 

bentuk sistem aturan maupun lembaga yang 

mendukungnya adalah bagian dari memelihara agama dan 

umat ( حفظ الدين و حفظ األمة (serta demi merealisasikan 

kemashlahatan umum. 

Oleh karena hukum politik Islam terus berkembang 

dengan cepat dan dinamis, maka sangat diperlukan 

pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar apa saja yang 

                                                             
30 Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islamdalam Perspektif Alquran, 

(Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah  Volume 2, Number 1, 2017) 
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dirumuskan para ulama dalam bidang siyasah sehingga 

perkembangan hukum politik Islam tidak lari dari rel dan 

norma standar yang telah disepakati, baik dalam teori 

maupun penerapannya. Namun sebelum masuk dalam 

pembahasan prinsip dasar hukum politik Islam, akan 

dijelaskan terlebih dahulu beberapa penjelasan istilah 

sebagai pengantar. 

Dari berbagai definisi tentang siyasah dapat 

disimpulkan bahwa hukum politik Islam memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

a) berorientasi kemaslahat individu dan umat 

b) berlandaskan ideologi agama 

c) memiliki aspek tanggungjawab akhirat 

d) adanya seni dan kreasi penguasa dalam pengaturan 

pemerintahan maupun perundang-undangan meski 

tidak diatur secara eksplisit dalam Alquran dan; 

e) Siyasah yang diinginkan adalah yang bersumber dari 

syariat agama dan bukan politik atas dasar kepentingan, 

kezaliman maupun kecurangan 

Garis besar Fiqh Siyasah meliputi Siyasah Dusturiyyah 

(konstitusi dan ketatanegaraan), Siyasah 

Dauliyyah/Kharijiyah (hubungan luar negeri dan diplomasi 

internasional), Siyasah Maliyyah (Sistem moneter negara). 

Siyasah Idariyah (hukum administrasi negara), Siyasah 

Harbiyah (hukum perang), dan Siyasah Qadhaiyyah 

(hukum peradilan). Namun kadangkala ada pakar yang 

merincinya hingga menjadi delapan bidang siyasah seperti 
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TM. Hasbi Ash Shiddiqy dalam buku Pengatar Siyasah 

Syar’iyyah. 

Dalam konsep Islam, kedaulatan tertinggi adalah Allah 

swt. Ekspresi kekuasaan dan kehendak Allah tertuang 

dalam Al-Qur’an dan Al sunnah. Oleh karena itu penguasa 

tidaklah memiliki kekuasaan mutlak, ia hanyalah wakil 

(khalifah) Allah dimuka bumi, yang berfungsi untuk 

merealisasikan hukum Allah dalam kehidupan nyata. 

Disamping itu, kekuasaan adalah amanah Allah yang 

sementara diberikan kepada orang-orang yang berhak 

memilikinya. Pemegang amanah haruslah menggunakan 

kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan 

prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan Al-Qur’an dan 

Sunnah Rasul. Tulisan ini ingin menemukan jawaban 

terhadap sebuah pertanyaan mendasar “Bagaimana Prinsip 

Dasar Hukum Politik Islam dalam perpektif Al-Quran?” 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Studi 

pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, 

literatur, catatan, yang berhubungan dengan masalah yang 

dipecahkan.31 Dalam penelitian yang akan dilakukan 

penulis adalah penelitian hukum normatif (Normatif Law 

Reaserch). Yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan 

                                                             
31 M. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 48. 
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metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan 

untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan 

cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan 

penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu 

dilakukan pemecahan terhadap permasalahan tersebut.32 

Untuk memecahkan permasalahan hukum yang 

dilakukan oleh peneliti dengan mengkaji mengidentifikasi 

norma-norma yang ada, norma yang  dimaksud adalah asas-

asas, norma kaidah dari peraturan perundang-undangan, 

serta doktrin (ajaran) yang menyangkut tentang kompetensi 

dari Peradilan Tata Usaha Negara. Sehubungan dengan hal 

tersebut, maka jenis penelitian ini digunakan dalam 

penelitian hukum normatif yang berupa penelitian 

kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan 

hukum primer. 

2. Pendekatan Penelitian 

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian 

hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu 

sebagai dasar pijakan untuk menyusun argument yang 

tepat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). 

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) ini 

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang 

sedang ditangani.33 

                                                             
32 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas 

Indonesia, 1986), h. 42. 
33 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 

93. 
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3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan 

menjadi dua sumber, yaitu sumber hukum primer dan 

sumber hukum sekunder. Sumber-sumber penelitian 

tersebut berupa baham hukum yang terbagi menjadi tiga 

yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan 

hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang 

digunakan terdiri dari peraturan  perundang-undangan, 

catatan resmi.34 Bahan-bahan hukum primer dalam 

penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-

undangan antara lain: 

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan daerah. 

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara. 

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 

4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Badan Usaha Milik Negara. 

5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

                                                             
34 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 31. 



32 
 

8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. 

9) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 

10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara. 

11) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 
Badan Usaha Milik Daerah. 

12) Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah 
Air Minum. 

13) Peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 
2004 tentang Pengolahan Perusahaan Daerah Air 
Minum. 
 

b. Baham Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku 

hukum, termasuk skripsi, tesis, disertai hukum dan 

jurnal-jurnal hukum. buku-buku dan artikel hukum yang 

dirujuk adalah yang sudah mempunyai relevansi atau 

telah memiliki hubungan dengan apa yang akan 

diteliti.35  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.36 

 

                                                             
35 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada 

Media, 2007), h. 195. 
36 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit 

Universitas Indonesia, 1986), h. 52. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Apabila peneliti menggunakan pendekatan kasus, 

maka harus mengumpulkan putusan-putusan mengenai isu 

hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan tersebut 

sebaiknya merupakan putusan yang sudah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi bukan hanya 

landmark decision yang  perlu diacu melainkan juga yang 

mempunyai relevansi dengan isu yang dihadapi.37 

Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan 

penelitian hukum normatif, maka untuk memperoleh bahan 

hukum yang mendukung dalam kegiatan ini penulis 

mengumpulkan bahan hukum dengan cara melakukan 

penelurusan literatur hukum, perpustakaan online ipusnas, 

perpustakaan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu dan 

perpustakaan UINFAS Bengkulu yang berupa buku-buku, 

makalah, artikel, dan bahan-bahan terkait isu yang dihadapi. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis data adalah bagian dari kegiatan penelitian 

yang sangat penting setelah     peneliti     mengumpulkan     

data,     maka     langkah    selanjutnya mengorganisirkan, 

dan melakukan analisis data untuk mencapai tujuan peneliti 

yang ditetapkan.38 Dalam proses menganalisis bahan-bahan 

hukum dilakukan melalui cara analisis yuridis kualitatif. 

Dimana bahan hukum yang telah diolah kemudian akan 

dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini 

untuk menghasilkan suatu kesimpulan terhadap 

                                                             
37 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada 

Media, 2007), h. 27. 
38 Toha Anggoro, Metode Penelitian……, hlm. 38. 
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permasalahan yang ada. Hasil analisis baham hukum 

dibahas dan disusun secara sistematis untuk menyelesaikan 

isu hukum penelitian Kewenangan Peradilan Tata Usaha 

Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemberhentian Pegawai 

BUMD (Studi Putusan PTUN Bengkulu Nomor: 

05/G/2014/PTUN.BKL). 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan 

skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling 

berhubungan. Adapun urutan dan tata letak masing-masing 

bab serta pokok pembahasannya sebagai berikut: 

BAB I: yang berisi pendahuluan yang memuat latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II: berisi mengenai landasan teori terkait dengan 

judul yang diambil, dan Kewenangan Peradilan Tata Usaha 

Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemberhentian Pegawai 

BUMD (Studi Putusan PTUN Bengkulu Nomor: 

05/G/2014/PTUN.BKL), serta kajian (reviw) studi terdahulu 

terkait dengan penelitian ini. 

BAB III: yang berisi hasil dari penelitian dan pembahasan 

yang disertai dengan uraian mengenai hasil dari penelitian ini 

yang merupakan paparan uraian dari permasalahan yang ada 

pada bab ini yang membahas Kewenangan Peradilan Tata 

Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemberhentian 

Pegawai BUMD (Studi Putusan PTUN Bengkulu Nomor: 

05/G/2014/PTUN.BKL). 
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BAB IV: yang berisi hasil kesimpulan atau jawaban 

permasalahan atas permasalahan yang ada disertai dengan 

rekomendasi serta saran dan kritikan yang diperlukan oleh 

peneliti agar dapat berguna kedepannya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 

1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang-

Undang Dasar 1945  dinyatakan secara tegas, Negara 

Indonesia adalah negara hukum. Indonesia  Sebagai negara 

hukum, memiliki artian hukumlah yang mempunyai arti 

penting  tertuama dalam semua segi-segi kehidupan. Dalam 

mempergunakan istilah “Negara Hukum” dikenal juga 

konsep Rechtsstaat dari Julius Stahl. Menurut  Stahl, unsur-

unsur negara hukum (rechtsstaat) adalah:39  

a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;  

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin 

hak-hak itu;  

c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-

undangan; dan  

d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.  

Oleh karena hal tesebut, Negara Indonesia dalam hal 

mewujudkan suatu negara  hukum membentuk pengadilan 

administrasi negara.40  Adanya Peradilan Administrasi pada 

negara hukum diperlukan  keberadaanya, sebagai salah satu 

jalur bagi warga yang merasa kepentingannya  dirugikan 

oleh kekuasaan yang melanggar ketentuan hukum (kontrol 

                                                             
39 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara.  (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 

h. 3 
40 Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, 

(Yogyakarta: FH UII Press, 2009), h.146 

36 
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warga  negara terhadap tindakan pemerintah). Peradilan 

Administrasi dapat dipandang  sebagai peradilan khusus, 

dalam arti peradilan yang hanya diberi kewenangan 

menyelesaikan sengketa yang  muncul di bidang 

administrasi dan kepegawaian atau sengketa yang terjadi 

antara  pejabat administrasi dengan seseorang atau badan 

hukum perdata sebagai akibat  dikeluarkannya atau tidak 

dikeluarkannya keputusan. 41 

Di Indonesia, pengadilan administrasi negara dikenal 

dengan istilah  Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor 5 

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun 

dalam  penjelasan UU PTUN dijelaskan tujuan 

pembentukan PTUN ialah: 42 

a. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat 

yang bersumber dari hak hak individu;  

b. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat 

yang didasarkan  kepada kepentingan bersama dari 

individu yang hidup dalam masyarakat  tersebut.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pengadilan 

administrasi negara  (PTUN) merupakan hal yang mutlak 

ada, dengan maksud selain sebagai sarana  kontrol terhadap 

tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara 

juga  sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi 

masyarakat.  

                                                             
41 W. Riawan Tjandra, Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, 

(Yogyakarta: Atma Jaya Press, 2015), h. 17 
42 Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi Revisi, (Bandung: PT. 

Refika. Aditama, 2007), h. 16 
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2. Subyek dan Obyek Peradilan Tata Usaha Negara  

Dalam Pasal 1 angka (4) UU No. 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata  Usaha Negara (Selanjutnya disingkat UU 

PTUN) disebutkan bahwa yang  dimaksud dengan sengketa 

tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam  

bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum 

perdata dengan Badan  atau Pejabat Tata Usaha Negara baik 

di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya 

keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa 

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.43  

Berdasarkan ketentuan  pasal tersebut tampak bahwa 

yang menjadi Objek ialah akibat dikeluarkkannya  

keputusan tata usaha negara (KTUN), sedangkan yang 

menjadi Subyek ialah  orang atau badan hukum perdata dan 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.  

Subyek yang bersengketa adalah orang atau badan 

hukum privat di satu  pihak dan Badan atau Pejabat Tata 

Usaha Negara dilain pihak3. Adapun orang  atau badan 

hukum privat merupakan penggugat, sedangkan badan atau 

pejabat  tata usaha negara merupakan tergugat.  Terkait 

penggugat terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang  

menyebutkan bahwa: “Seseorang atau badan hukum 

perdata yang merasa  kepentingan dirugikan oleh suatu 

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat  mengajukan 

gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi 

                                                             
43 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara.  (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 

h. 7 
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tuntutan  agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan 

batal atau tidak sah, dengan atau  tanpa diserta tuntutan 

ganti rugi dan/atau rehabilitasi”, pada penjelasanya 

terdapat  beberapa penegasan diantaranya.44 

a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya 

orang atau badan  Hakim perdata yang berkedudukan 

sebagai subjek hukum saja yang dapat  mengajukan 

gugatan ke Pengadilan TUN untuk menggugat 

Keputusan Tata  Usaha Negara  

b. Badan atau Pejabat TUN tidak dapat mengajukan 

gugatan ke PTUN 

Hanya orang atau badan hukum perdata yang 

kepentingannya terkena akibat  hukum Keputusan Tata 

Usaha Negara yang diluarkan dan karenanya yang  

bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat 

Keputusan Tata Usaha  Negara tersebut.  

Mengenai pengertian orang (natuurlijk person) sendiri 

tidak menimbulkan  banyak komplikasi, walaupun masih 

dapat dipertanyakan apakah orang yang  belum dewasa 

atau di bawah pengampuan atau dalam keadaan pailit dapat 

maju  sendiri di muka pengadilan. Karena dalam Hukum 

Acara PTUN tidak  mengaturnya, maka apa yang berlaku di 

dalam Hukum Acara Perdata dapat  diterapkan di sini. 

Dengan demikian tidak semua orang dapat maju sendiri 

untuk  mengajukan gugatan ke PTUN. Siapapun yang 

                                                             
44 Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi,  …, 

h.148 
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dianggap tidak mampu  (onbekwaam) untuk maju ke 

pengadilan harus diwakili oleh wakil yang sah. 

Mengenai orang (legal person) yaitu badan hukum 

perdata yang dapat  berkududukan sebagai pihak 

penggugat dalam lingkung PTUN adalah badan  hukum 

atau perkumpulan atau organisasi atau korporasi dsb, yang 

didirikan  menurut ketentuan hukum perdata yang 

merupkan badan hukum murni. Hanya  saja perlu diingat 

sekalipun organisasi atau instansi pemerintahan merupakan  

legal person dalam hukum perdata, karena yang digugat 

harus selalu Badan atau   

Pejabat Tata Usaha Negara, maka organisasi atau 

instansi pemerintahan tidak bisa  menjadi penggugat.  

Selanjutnya terkait Tergugat dinyatakan pada Pasal 1 angka 

6 UU PTUN,  yang berbunyi: “Tergugat adalah Badan atau 

Pejabat Tata Usaha Negara yang  mengeluarkan keputusan 

berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang 

dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau 

badan hukum perdata”.   Yang dimaksud dengan Badan 

atau Pejabat TUN terdapat pada Pasal 1 ayat (2)  UU PTUN, 

yang berbunyi: “Badan atau Pejabat TUN adalah Pejabat 

yang  melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan 

peraturan perundang-undangan  yang berlaku.45  

Mengenai Jabatan Tata Usaha Negara, siapa saja dan 

apa saja yang  berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku berwenang  melaksanakan suatu bidang 

urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap  

                                                             
45 Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi Revisi,  …, h. 18 
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berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara. terdapat  pengelompok yang dapat menjadi pihak 

Tergugat dalam Sengketa TUN:46  

a. Instansi Resmi Pemerintah yang berada di bawah 

presiden sebagai kepala eksekutif  

b. Instansi-instansi dalam lingkungan kekuasaan negara 

diluar lingnan eksekutif yang berdasarkan peratran 

perundang-undangan melaksanakan suatu urusn 

pemerintahan.  

c. Badan-badan hukum privat yang didirikan dengan 

maksud unutk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan  

d. Instansi-instansi yang merupakan kerja sama antara 

pemerintahan dan pihak swasta yang melaksanakan 

tugas-tugas pemerintahan  

e. Lembaga-lembaga hukum swasta yang melaksanakan 

tugas-tugas pemerintahan  

B. Pengertian Pegawai BUMD 

1. Pengertian Pegawai  

A.W. Widjaja berpendapat bahwa, “Pegawai adalah 

merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun 

rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan 

dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam 

usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu 

(organisasi).47 

Menurut Pasal 1 (a) Undang-Undang no 8 Tahun 1974 

tentang Pokok- pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah 

                                                             
46 Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara, (Jakarta, Pustaka Grafika, 1993), h. 166 
47 A.W. Widjaja, Administrasi Kepegawaian, (Jakarta, Rajawali, 2006), h. 113 
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mereka yang setelah memenuhi syarat yang di tentukan di 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di 

angkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas 

dalam suatu jabatan negeri atau di serahi tugas Negara 

lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan 

perundang-undangan dan digaji menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.48 

Senada dengan ini dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 pada Bab 1 Pasal 1 

dalam ketentuan umum menjelaskan Pegawai Negeri Sipil 

Daerah adalah pegawai negeri sipil yang gajinya 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan 

bekerja pada pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 

atau dipekerjakan diluar instansi induknya. Pegawai Negeri 

mempunyai peranan yang amat sangat penting karena 

pegawai negeri merupakan unsur aparatur Negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam 

rangka mencapai tujuan Negara. 49 

Tujuan Negara kita tertuang dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

melaksanakan ketertiban dunia. Keempat tujuan Negara itu 

hanya bisa dicapai dengan adnya pembangunan nasional 

yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, realistik, 

                                                             
48 C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, 

(Jakarta; PT Bumi Aksara, 2003), h. 160 
49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 pada 

Bab 1 pasal 1 
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terarah, dan terpadu, bertahap dan bersungguh-sungguh, 

berdaya guna dan berhasil guna. 

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk 

membentuk masyarakat adil dan makmur, seimbang 

material dan spritualnya berdasarkan pancasila didalam 

wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran 

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional itu 

terutama sekali tergantung pada kesempurnaan aparatur 

Negara yang pada pokoknya tergantung juga dari 

kesempurnaan pegawai negeri.50 

Definisi pegawai menurut  adalah orang pribadi yang 

bekerja pada pemberi kerja baik sebagai pegawai tetap atau 

pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan 

perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis 

maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan 

dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh 

imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, 

penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain yang ditetapkan 

pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan 

pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik 

negara atau badan milik daerah.51 

Para pegawai adalah aset organisasi yang paling 

berharga. Pengetahuan dan keahlian mereka mempengaruhi 

kualitas barang dan jasa yang diberikan ke para pelanggan. 

Di dalam perusahaan manufaktur, dimana tenaga kerja 

biasanya hanya mencerminkan sebagian dari total biaya 

                                                             
50 SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi 

Negara, Cetakan Pertama,  (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 98 
51 Mardiasmo. “Perpajakan Edisi Revisi”.  (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 54 
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langsung, para pegawai adalah penggerak biaya dalam hal 

kualitas kerja mereka mempengaruhi baik produktivitas 

keseluruhan maupun tingkat kecacatan produk. 

Kedudukan pegawai negeri sipil adalah sebagai 

aparatur Negara yang bertugas untuk pelayanan kepada 

masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam 

penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan 

pembangunan. 

2. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

Badan usaha milik negara yang dikelola oleh 

pemerintah daerah disebut badan usaha milik daerah 

(BUMD). Perusahaan daerah adalah perusahaan yang 

didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian 

besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. 

Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk turut serta 

pembangunan daerah, pengembangan dan pembangunan 

potensi ekonomi di daerah menuju masyarakat yang adil 

dan makmur.52 

Contoh perusahaan daerah antara lain: Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) dan Bank Pembangunan 

Daerah (BPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki 

kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang 

pelaksanaan otonomi. Secara umum peranan BUMD pada 

kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah dapat dilihat 

dari 3 aspek, yaitu:53 

                                                             
52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 4 Tahun 1962,Tentang 

Perusahaan, Ayat 2, Pasal 5 
53 Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 3 tahun 

1990, Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal, 4, 7,8,13, dan Pasal 17 
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a. Meningkatkan Produksi; 

b. Perluasan Kesempatan Kerja, dan 

c. Meningkatkan Pendapatan Daerah 

Disisi lain, BUMD juga mempunyai fungsi dan 

peranan yang di bebankan padanya, pokoknya adalah: 

a. Melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi 

dan pembangunan daerah; 

b. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan 

daerah; 

c. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha; 

d. Menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang 

diminati swasta. 

Pengelolan BUMD perlu dioptimalkan agar benar- 

benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga 

dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan 

tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. 

Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang 

besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup 

besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam 

menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesungguhnya 

usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari 

BUMD telah berjalan sejak lama sebelum undang-undang 

tentang otonomi daerah disahkan. Untuk mencapai sasaran 

tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya 

upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya 

peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen, 

sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang 
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memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan 

kekuatan sektor perekonomian lainnya. 

3. Kedudukan Pegawai BUMD 

Pemerintah daerah selaku pemegang saham pada 

BUMD, mempunyai kewenangan untuk memberikan 

persetujuan kepada direksi untuk mengangkat dan 

memberhentikan pegawai BUMD dengan tetap 

memperhatikan pada perturan kepegawaian BUMD, dan 

bagi pegawai yang telah diangkat akan mendapatkan 

remunerasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 

C. Konsep Pemerintahan  

1. Pengertian Pemerintahan 

Menurut R. Mac Iver (dalam Inu Kencana Syafiie, 

2003:135), pemerintah itu adalah sebagai suatu organisasi 

dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana 

manusia itu bisa diperintah. Bahkan ia juga melihat 

pemerintah sebagai sebuah perusahaan besar dari segala 

perusahaan manusia yang ada.54 

Sedangkan menurut Samuel E Ward Finer, pemerintah 

harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (proses), 

wilyah negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), 

pejabat yang memerintah (the duty), dan cara, metode serta 

sistem (manner, method, and system) dari pemerintah terhadap 

masyarakatnya.55 

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah 

untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat 

                                                             
54 Inu Kencana Syafiie, Ilmu Administrasi Publik,  (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h. 135 
55 Inu Kencana Syafiie, Ilmu Administrasi Publik,   …, h. 135 
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bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah 

diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi 

untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang 

mungkin setiap anggota masyarakat mengembangkan 

kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan 

bersama.56 

Dengan demikian pemerintah dapat ditinjau dari 

sejumlah aspek penting seperti kegiatan struktur fungsional, 

maupun tugas kewenangan. Kegiatan pemerintah berkaitan 

dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada 

kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai 

rakyat dan negara, serta demi tujuan negara. Struktur 

fungsional menyangkut pemerintahan sebagai  seperangkat 

fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan 

secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar 

tertentu demi tujuan negara.  

Sementara itu, tugas dan kewenangannya 

berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan 

negara yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan 

menurut Ndraha  pemerintah adalah segenap alat 

perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan 

yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.57 

Semua negara pada hakikatnya memiliki keinginan 

untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Pemerintahan 

yang kuat tidaklah sekedar diukur dari adanya kekuatan 

                                                             
56 Labolo, Muhadam, dkk. Dialektika Ilmu Pemerintahan.  (Bogor: Ghalia, 

2015), h. 35 
57 Ndraha, Taliziduhu. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1- 2. 

(Jakarta : Rineka Cipta, 2003), h. 57 
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militer yang banyak dan terlatih, tetapi lebih dari itu adalah 

seberapa besar akseptabilitas masyarakat dalam menyokong 

penyelenggaraan pemerintah dapat memberikan pelayanan 

terbaik bagi masyarakat. Terkait dengan upaya pelayanan 

itu, maka pemerintah menggunakan aparaturnya yang 

disebut birokrasi, baik yang berada di tingkat pusat maupun 

daerah. Pelayanan pada level daerah merupakan wujud dari 

pemencaran kekuasaan yang sedemikian besar ke tingkat 

yang lebih rendah melalui cara desentarlisasi. 

2. Fungsi Pemerintahan 

Fungsi pemerintahan dibagi menjadi empat bagian, 

yaitu pelayanan (public service), pembangunan 

(development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan 

(regulation). Rasyid mengemukakan bahwa untuk 

mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah 

pemerintahannya. Artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang 

dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas 

pemerintah itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan 

fungsinya dengan baik. 58 

Maka pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim 

dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, 

dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi 

yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya 

berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang 

baik di berbagai kehidupan masyarakat. Pemberdayaaan 

juga akan mendorong kemandirian masyarakat dalam 

                                                             
58 Labolo, Muhadam, dkk. Dialektika Ilmu Pemerintahan.   …, h. 35 



49 

 

pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam 

masyarakat.59 

Ndraha menjelaskan bahwa pemerintah memiliki dua 

fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan 

fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer 

yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik 

yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, 

layanan sipil, dan layanan birokrasi. Sedangkan fungsi 

sekunder, yaitu sebagai provider kebutuhan yang diperintah 

akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi 

sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk 

penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.60 

Fungsi primer secara terus-menerus berjalan dan 

berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. 

Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin 

meningkat pula fungsi primer pemerintah. sebaliknya fungsi 

sekunder berhubungan berhubungan negatif dengan tingkat 

keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya 

masyarakat, maka semakin berkurang fungsi sekunder 

pemerintah dari pengaturan ke pengendalian.61 

Terkait dengan pelayanan Ndraha lebih menitik 

beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang 

mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan 

dikelompokkan menjadi pelayanan sipil dan jasa publik. 

                                                             
59 Inu Kencana Syafiie, Ilmu Administrasi Publik,   …, h. 136 
60 Ndraha, Taliziduhu. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1- 2.  …, h. 

58 
61 Ndraha, Taliziduhu. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1- 2.  …, h. 

58 
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Pelayanan sipil bersifat pelayanan yang mesti dilakukan 

terhadap orang perorangan, pribadi atau privat. Hal ini 

kemudian menjadikan pemerintahan sebagai subjek dalam 

melindungi pemenuhan kebutuhan dan tuntutan setiap 

orang dalam pelayanan sipil dan jasa publik. Peranan 

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dan lain sebagainya. Berdasarkan kondisi dam 

situasi masyarakat seperti itu, maka untuk melayani 

kepentingan masyarakat dalam berbagai bidang 

dibentuklah satuan wilayah pemerintahan terendah yang 

secara fungsional dapat melaksanakan pelayanan kepada 

mayarakat. 

D. Teori Negara Hukum 

Istilah rechtstaat (Negara Hukum) adalah suatu istilah 

yang baru muncul pada abad ke-19 jika dibandingkan dengan 

istilah-istilah lainnya seperti dalam ketatanegaraan, seperti 

demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya. Istilah 

Negara hukum dapat dikatagorikan masih baru.62 

Istilah rechtstaat pertama digunakan oleh Rudolf Von 

Gneist (1816-1895), seorang guru besar berlin, jerman, dimana 

dalam bukunya “das Englische Verweltunngerechte” (1857), ia 

mempergunakan istilah “rechtstaat” untuk pemerintahan 

Negara inggris. Namun konsepsi negera hukum, sudah 

dicetuskan sejak abad ke-17 di Negaranegara eropa barat, 

bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang 

tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan 

                                                             
62 A. Mukthie Fadjar. Tipe Negara Hukum. (Malang, Jawa Timur. 

Bayumedia Publishing, 2004), h. 10 
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absulut. Cita-cita itu, pada mulanya sangat dipengaruhi oleh 

aliran individualisme dan mendapat dorongan yang kuat dari 

Renaissance serta reformasi. 

Konsepsi atau idea negara hukum yang berhadapan secara 

kontroversial dengan negara-negara kekuasaan (negara dengan 

pemerintahan absolut), pada hakikatnya, merupakan hasil dari 

perdebatan yang terus-menerus selama berabad-abad dari para 

sarjana dan ahli filsafat tentang negara dan hukum, yaitu 

mengenai persoalan hakikat, asal mula, tujuan negara, dan 

sebagainya. Khususnya masalah yang inti, yaitu: dari manakah 

negara mendapatkan kekuasaannya untuk mengadakan 

tindakan-tindakannya dan ditaati tindakan-tindakan itu oleh 

rakyat. 63 

Negara hukum dalam arti formal sempit (klasik) ialah 

negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada 

pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, 

seperti yang telah ditentukan oleh hukum secara tertulis 

(undang-undang) yaitu, hanya bertugas melindungi jiwa, 

benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur 

tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan 

kesejahtraan rakyat, karena yang berlaku dalam lapangan 

ekomomi adalah prinsip “laiessez faire laiesizealler”. Bahkan, 

menurut Utrecht, hanya mempunyai tugas primer untuk 

melindungi dan menjamin kedudukan ekonomi dari golongan 

penguasa (rulling class) dan bisa disebut Negara penjaga malam.  

                                                             
63 Padmo Wahjono. Pembangunan hukum di Indonesia.  (Jakarta, ind-hill co, 

1989) h. 153 
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Negara hukum dalam arti materiil (luas modern) ialah 

Negara yang terkenal dengan istilah welfare state (wolvaar staat), 

(wehlfarstaat), yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata 

seluas-luasnya, yaitu keamanan social (social security) dan 

menyelenggarakan kesejahtraan umum, berdasarkan prinsip-

prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi 

warga negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi. W. 

Friedman dalam bukunya Law in Changing Society juga 

berpendapat bahwa rule of law dapat dipakai dalam arti formal 

(in the formal sense) dan dalam arti materiil (ideology sense), rule 

of law dalam arti formal tidak lain artinya daripada organized 

public power atau kekuasaan umum yang terorganisasi sehingga 

setiap negarapun mempunyai rule of law, walapun negara 

totaliter sekalipun. Sedangkan rule of law dalam arti yang 

materiil adalah rule of law yang merupakan rule of just law dan 

inilah yang dimaksud dengan menegakkan rule of law yang 

sebenarnya. 

Konsep Negara hukum di Indonesia menurut Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah 

Negara hukum pancasila, yaitu konsep Negara hukum di mana 

satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep Negara hukum 

pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar: pengakuan dan 

perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan 

tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun 

materiil), dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi 

keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari pancasila.64 

                                                             
64 Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. 

(Surabaya. PT. Bina Ilmu, 1987), h. 75. 



53 

 

Konsep Negara hukum berdasarkan pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945 dapat dirumuskan baik secara 

materiil maupun yuridis formal. Rumusan secara materiil 

Negara hukum pancasila didasarkan cara pandang (paradigm) 

bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik 

khas Indonesia, yaitu asas kekeluargaan yang maknanya ialah 

bahwa yang diumumkan adalah rakyat banyak, namun harkat 

dan martabat manusia tetap dihargai, dan paradigma tentang 

hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakkan 

demokrasi termaksuk mendemokrasikan hukum, berkeadilan 

social, dan berperikemanusiaan. 

Atas dasar paradigma bangsa Indonesia tentang negara 

dan hukum, rumusan secara materiil negara hukum pancasila 

menurut Padmo Wahjono adalah sebagai berikut: suatu 

kehidupan berkelompok bangsa Indonesia, atas berkat rahmat 

Allah Yang Mahakuasa dan didorong oleh keinginan yang 

luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dalam arti 

merdeka, berdaulat, bersatu, bersatu, adil, dan makmur, yang 

didasarkan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak 

sebagai wahana untuk ketertiban dan kesejahtraan dengan 

fungsi pengayoman dalam arti menegakkan demokrasi, 

perikemanusiaan, dan keadilan sosial. 

E. Konsep Kesejahteraan  

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia), Dalam istilah umum, sejahtera 

menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana 

orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat 

dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan 



54 
 

keuntungan benda. Sejahtera memliki arti khusus resmi atau 

teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah 

fungsi kesejahteraan sosial.65  

Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke 

jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. 

Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang 

dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan 

bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang 

keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi 

kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan 

biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki 

kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau 

kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga 

anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Di beberapa 

kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal 

sebagai workfare.66 

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang 

Kesejahteraan Sosial.Kesejahteraan sosial adalah kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga 

negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan 

diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini 

menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi 

                                                             
65 Oman Sukmana, Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State), 

(Jurnal Sospol, Vol 2 No.1, 2016), h. 103 
66 Anis Ni‟am Imana, “Implementasi Maqashid Syari‟ah Sebagai Model 

Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011- 2016”,  
(Jurnal Al-Intaj 5, no.2 (2019), h. 210. 
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hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum 

memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih 

ada  warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan 

fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara 

layak dan bermartabat. 

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat 

dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat 

manusia yang dapat dilihat dari empaat indicator yaitu: 

1. Rasa Aman 

2. Kesejahteraan 

3. Kebebasan 

4. Jati diri 

Guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu 

wilayah ada beberapa indicator yang dapat dijadikan ukuruan, 

antara lain adalah:67 

1. Tingkat pendapatan keluarga; 

2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan 

membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-

pangan; 

3. Tingkat pendidikan keluarga; 

4. Tingkat kesehatan keluarga, dan; 

5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam 

rumah tangga. 

Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan 

dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan antara lain: 

                                                             
67 Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan 

(Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), h. 29. 
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1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti 

kualitas rumah, bahan pangan dan sebagianya; 

2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti 

kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya; 

3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti 

fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya; 

4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti 

moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.  

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari 

pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang 

bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk 

mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan 

relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka 

mengembangkan kemampuannya sepenuh mungkin dan 

meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan 

kebutuhan keluarga dan masyarakat.”  

Definisi-definisi di atas mengandung pengertian bahwa 

kesejahteraan sosial mencakup berbagai usaha yang 

dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia 

manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial, 

ekonomi dan spiritual. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Dasar Hukum Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara 

Dalam Mengadili Sengketa Pemberhentian Pegawai BUMD 

pada putusan Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL 

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul 

dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan 

hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara 

baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya 

keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi 

objek dari sengketa tata usaha negara adalah Keputusan Tata 

Usaha Negara (KTUN). Adapun yang dimaksud dengan 

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis 

yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 

yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan 

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.68 

Dengan melihat definisi tersebut, maka yang menjadi 

sengketa tata usaha negara adalah terbatas pada keputusan 

tertulis tata usaha negara. Tindakan-tindakan Badan atau 

Pejabat Tata Usaha Negara di Indonesia yang tanpa keputusan 

tata usaha negara tidak menjadi obyek sengketa tata usaha 

negara. Menurut sistem hukum Indonesia, kewenangan untuk 

                                                             
68 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2011), h. 23. 
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menilai perbuatan materiil dari badan atau pejabat tata usaha 

negara ini tidak termasuk kompetensi PTUN, kewenangan 

untuk menilai perbuatan ini diserahkan kepada peradilan 

umum atau perdata, yang didasarkan penafsiran yang luas dari 

Pasal 1365 KUHPerdata (tentang onrechtmatig daad). 

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibatasi dengan 

pengurangan dalam Pasal 2, penambahan pada Pasal 3 (1), dan 

limitasi pada Pasal 49. 69 

Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, 

individual, dan final inilah yang dapat digugat ke PTUN yang 

kemudian di putus oleh Hakim Tata Usaha Negara. Sebelum 

dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 

tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sistem 

tanggung gugat terhadap pemerintah terkait dengan tanggung 

jawab hukum (control segi hukum) terhadap tindak 

pemerintahan (bestuur handelingen) dikategorikan dalam dua 

jenis tanggung gugat, yaitu tanggung gugat terhadap KTUN 

yang merugikan warga masyarakat dan tanggung gugat 

terhadap tindakan pemerintah yang dikategorikan sebagai 

perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (Onrechmatige 

Overheidsdaad). Perbedaan terhadap dua jenis sistem tanggung 

gugat pemerintah ini berimplikasi kepada lingkup kompetensi 

pengadilan dalam menguji dan menetapkan gugatan terhadap 

pemerintah. Dimana gugatan terhadap terhadap KTUN yang 

dikeluarkannya pemerintah menyebabkan kerugian pada 

warga masyarakat diajukan melalui PTUN sedangkan untuk 

                                                             
69 Dola Riza, Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang 

Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan, 

(Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3, Nomor 1, September 2018), h. 86 
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perbuatan pemerintah yang merugikan warga masyarakat atas 

dasar Onrechmatige Overheidsdaad disalurkan melalui Peradilan 

Umum (Pengadilan Negeri). Setelah dibentuknya Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan, sengketa Onrechmatige 

Overheidsdaad dialihkan dari peradilan umum kepada 

PTUN.70 

Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 85 UUAP 

bahwa pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan 

yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum 

diperiksa, dengan berlakunya undang-undang ini dialihkan dan 

diselesaikan oleh pengadilan, dan pengajuan gugatan sengketa 

administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada 

pengadilan umum dan sudah diperiksa, dengan berlakunya 

undang-undang ini tetap diselesaikan dan diputus oleh 

pengadilan di lingkungan peradilan umum dimana putusan 

pengadilan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh 

pengadilan umum yang memutus.  

Ketentuan peralihan tentang kewenangan PTUN 

menyelesaikan sengketa Onrechmatige Overheidsdaad dalam 

UUAP, sebelumnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 142 UU 

PTUN sebagaimana diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Ketentuan Peralihan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, 

yang menyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara yang 

pada saat terbentuknya pengadilan menurut undang-undang 

                                                             
70 Bambang Arwanto, Kewenangan PTUN Dalam Menyelesaikan Sengketa 

Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad), (Jurnal 
Hukum Jatiswara, Universitas Mataram, 2018) , h. 2 
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ini belum diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan 

umum tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan di 

lingkungan peradilan umum dan sengketa tata usaha negara 

yang pada saat terbentuknya pengadilan menurut undang-

undang ini sudah diajukan kepada pengadilan di lingkungan 

peradilan umum tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada 

pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara.  

Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan tujuan 

pembentukannya, berfungsi menyelesaian sengketa antara 

pemerintah dengan warga masyarakat atau badan hukum yakni 

berupa sengketa yang timbul dari akibat tindakan pemerintah 

selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar 

hak dan kepentingan warga Negara atau badanh hukum itu 

sendiri. Dengan demikian bahwa Peradilan Tata Usaha Negara 

diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada 

rakyat. Dengan demikian fungsi dan tugas Pengadilan Tata 

Usaha Negara adalah melayani masyarakat pencari keadilan di 

bidang tata usaha negara, khususnya terhadap keputusan-

keputusan pemerintah yang melanggar hukum dan merugikan 

masyarakat. Melalui Peradilan Tata Usaha Negara rakyat yang 

dirugikan akibat dikeluarkannya penetapan Pejabat Tata Usaha 

Negara dapat meminta perlindungan hukum melalui lembaga 

Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 

1 butir 4 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. 

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul 

dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan 

hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara 

baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dari 
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dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk 

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.71 

Adaya perubahan konsep hukum yang diatur dalam UU 

Peratun, memperluas kompetensi PTUN. Perubahan yang 

paling mendasar menyangkut keputusan tata usaha negara. 

Selain adanya obyek sengketa baru berupa tindakan faktual, 

kompetensi PTUN menilai unsur penyalahgunaan wewenang 

(Pasal 21 UUAP) dan memeriksa permohonan keputusan fiktif 

positif (Pasal 53 UUAP), serta Kompetensi PTUN terhadap 

keputusan pejabat atau badan pemerintahan hasil upaya 

administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) 

UUAP. Unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara antara yang 

termuat dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun dengan Pasal 1 

angka 7 UUAP berbeda. Keputusan Tata Usaha Negara ada 6 

(enam) unsur sedangkan Keputusan Administrasi 3 (tiga) 

unsur.  

Perbedaan tersebut membawa konsekuensi luasnya 

kompetensi PTUN. Sejalan dengan pendapat J.J.H. Brugink 

semakin banyak unsur dalam suatu obyek sengketa maka 

semakin kecil ruang lingkup kompetensi pengadilan. 

Sebaliknya semakin sedikit unsur dalam obyek sengketa 

semakin luas kompetensi pengadilan. Undang-Undang 

Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata 

Usaha Negara sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh 

                                                             
71 Ahmad Dahlan Hasibuan, dkk, Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis 
Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUNMDN), (Jurnal Mercatoria, Vol. 
6 Nomor 2 Desember 2013), h. 134. 
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Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan 

hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan 

final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau 

badan hukum perdata. Unsur-unsur keputusan tata usaha 

negara pada prinsipnya meliputi : 

1. Ditinjau dari segi pembuatnya: dikeluarkan oleh badan atau 

pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan 

kegiatan yang bersifat eksekutif (urusan pemerintahan). 

2. Ditinjau dari segi wujud materiilnya: berisi tindakan hukum 

tata usaha negara yaitu tindakan hukum administrasi negara 

yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. 

3. Ditinjau dari segi sifatnya: Konkret, Individual dan Final. 

4. Ditinjau dari segi akibatnya: menimbulkan akibat hukum 

bagi seseorang atau badan hukum perdata. 

Sedangkan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan memperluas obyek sengketa di Peradilan Tata 

Usaha Negara menjadi :72 

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. 

2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di 

lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan 

penyelenggara negara lainnya. 

3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB. 

4. Bersifat final dalam arti lebih luas. 

                                                             
72 Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tentang Obyek 

Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara 
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5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. 

Dan/atau 

6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. 

Berdasarkan putusan  Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL 

dapat dipahami bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara 

Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara tersebut, hal ini 

disebabkan karena termasuk kompetensi absolut pengadilan 

hubungan industrial bengkulu, atas dasar hukum eksepsi 

sebagai berikut :73 

1. Pasal 47 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Undang-

undang Nomor: 51 Tahun 2009 “Pengadilan bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

sengketa Tata Usaha Negara. 

2. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo 

Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 “Sengketa Tata 

Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang 

tata usaha negara antara Orang atau Badan hukum perdata 

dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat 

maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya 

Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa 

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku ”Bahwa yang dimaksud dengan sengketa 

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku adalah sengketa kepegawaian berdasarkan 

Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1974 jo Undang-undang 

Nomor: 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian 

                                                             
73 Putusan  Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL, Direktori Putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia 
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( R.Wiyono, SH, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 

edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika Hal. 10 s/d 11) 

3. Pasal 1 Angka 5 Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum 

Kota Bengkulu Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Kepegawaian 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu “Pegawai 

adalah setiap orang yang bekerja dalam lingkungan 

Perusahaan Daerah Air Minum dan digaji menurut 

peraturan gaji yang berlaku bagi Pegawai Perusahaan 

Daerah Air Minum dan terdaftar sebagai karyawan bulanan 

tetap pada bagian personalia Perusahaan”. 

4. Pasal 1 angka 16 Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum 

Kota Bengkulu Nomor: 72 Tahun 2004 Tentang 

Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota 

Bengkulu “Pembebasan tugas/skorsing adalah pemutusan 

hubungan kerja sementara kepada seorang karyawan yang 

melakukan dan atau diduga melakukan pelanggaran, baik 

terhadap peraturan perusahaan maupun ketentuan Undang- 

Undang Ketenagakerjaan yang lain”. 

5. Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 

Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial “Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan 

berwenang memeriksa dan memutus : 

a) Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak; 

b) Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan 

kepentingan; 

c) Ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan 

hubungan kerja; 
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d) Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan 

antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu 

perusahaan. 

Sengketa antara Penggugat dengan Tergugat bukan 

sengketa Tata Usaha Negara, dengan alasan: 74 

1. Tidak termasuk sengketa Kepegawaian (Pasal 1 angka 4 

Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Undang-undang 

Nomor: 51 Tahun 2009) karena Penggugat bukanlah 

Pegawai Negeri sebagaimana diatur oleh Undang-undang 

Nomor: 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor: 43 Tahun 

1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, akan tetapi di 

atur oleh Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota 

Bengkulu Nomor: 72 Tahun 2004 Tentang Kepegawaian 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu; 

2. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum 

Kota Bengkulu Nomor: 56 tanggal 12 Nopember 2013 

Tentang Pemberhentian Tidak Hormat Penggugat sebagai 

Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu 

adalah Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan 

Penggugat; 

3. Sengketa Penggugat dengan Tergugat adalah sengketa 

mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; 

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang 

mengadili sengketa antara Penggugat dengan Tergugat 

karena termasuk Kompetensi Absolut Pengadilan 

Hubungan Industrial Bengkulu (Pasal 56 huruf c Undang-

                                                             
74 Putusan  Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL, Putusan  Nomor 

05/G/2014/PTUN.BKL, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia 
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Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2004 Tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) 

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka 

sangat beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak 

dapat diterima.75 

B. Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim PTUN 

Bengkulu dalam putusan Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL 

Kontrol segi hukum merupakan salah satu ciri pokok dari 

tugas badan peradilan, yaitu melakukan penilaian (toetsing) 

tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah. 

Perbuatan pemerintah di sini diartikan perbuatan yang 

menimbulkan akibat hukum yaitu ada atau hapusnya hak dan 

kewajiban, terutama ditinjau dari segi hukum administrasi. Di 

samping itu, sisi lain dari peranan badan peradilan adalah juga 

tugasnya untuk memberikan perlindungan hukum (law 

protection) bagi rakyat dalam hubungan hukum yang ada antara 

negara/pemerintah di satu pihak dan rakyat/penduduk di lain 

pihak. Maksud utama dan yang selalu menjadi esensi dari 

setiap bentuk kontrol atau pengawasan adalah tujuan untuk 

mencegah dan menghindari sedini mungkin terjadinya berbagai 

kesalahan, kekeliruan, atau penyalahgunaan wewenang 

(detournament de pouvoir), di samping juga untuk 

menindaklanjuti atau memulihkan manakala hal-hal tersebut 

sudah terjadi.76 

                                                             
75 Putusan  Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL, Putusan  Nomor 

05/G/2014/PTUN.BKL, Putusan  Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL, Direktori 
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

76 Ade, Kosasih. Analisa Kritis Gugatan Voluntair Terhadap Praktik 
Maladministrasi di Bidang Pelayanan Publik, (Jurnal Ilmiah MIZANI VOL. 26 NO. 1 
Februari 2016), h. 114 
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Surat Keputusan Nomor: 56 Tahun 2013, yang ditetapkan 

di  Bengkulu, tertanggal 12 November 2013 tentang 

pemberhentian  secara tidak hormat sebagai Pegawai 

Perusahaan Daerah Air  Minum Kota Bengkulu.77   

1. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,  

tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 Maret 

2014 yang  pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan 

Penggugat dengan  menyatakan pada intinya bahwa 

penerbitan objek sengketa telah memenuhi prosedur, 

mekanisme dan tata cara yang ditentukan dalam  peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

2. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,  

Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya 

tertanggal 4 Maret 2014, yang selengkapnya terlampir 

didalam berkas perkara, oleh  karena itu sebelum 

mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu  Majelis 

Hakim akan  mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat.  

3. Menimbang bahwa Eksepsi dari Tergugat tersebut pada 

pokoknya  adalah bahwa “Pengadilan Tata Usaha Negara 

Bengkulu tidak  berwenang mengadili perkara ini karena 

termasuk Kompetensi absolut  Pengadilan Hubungan 

Industrial Bengkulu.  

4. Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, 

Penggugat  mengajukan sanggahannya didalam Replik 

tertanggal 11 Maret 2014  ,yang pada pokoknya menolak 

eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang selengkapnya 

                                                             
77 Putusan  Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL, Putusan  Nomor 

05/G/2014/PTUN.BKL, Putusan  Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL, Direktori 
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
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terlampir didalam berkas perkara merupakan satu  kesatuan 

dengan Putusan ini dan menyatakan tetap pada 

gugatannnya.  

5. Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan 

Dupliknya  tanggal 18 Maret 2014 atas Replik yang diajukan 

oleh Penggugat, dan  menyatakan tetap pada jawabannya.   

6. Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat adalah termasuk 

kedalam  eksepsi Kompetensi Absolut yang diatur didalam 

ketentuan  Pasal  77  ayat (1)  Undang – Undang  No. 5 

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata  Usaha Negara yang 

berbunyi bahwa, “Tentang kewenangan absolut.  

Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama 

pemeriksaan, dan  meskipun tidak ada eksepsi tentang 

kewenangan absolut Pengadilan  apabila Hakim mengetahui 

hal itu, ia karena jabatannya wajib  menyatakan bahwa 

Pangadilan tidak berwenang mengadili sengketa  yang 

bersangkutan.  Menimbang, bahwa untuk menguatkan 

dasar gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan 

bukti-bukti bertanda P-1 sampai  dengan P-9 dan tidak 

mengajukan Saksi, sebaliknya untuk menguatkan  dalil-dalil 

sangkalannya, di persidangan Tergugat mengajukan pula  

bukti-bukti bertanda T-1 sampai dengan T- 16 dan 

mengajukan 1 (satu)  orang Saksi;78 

7. Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan  Eksepsi Tergugat, bahwa “Pengadilan 

Tata Usaha Negara Bengkulu tidak  berwenang mengadili 

                                                             
78 Putusan  Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL, Putusan  Nomor 

05/G/2014/PTUN.BKL, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia 
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perkara ini karena termasuk Kompetensi absolut  

Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu. 

8. Menimbang, bahwa objek sengketa yaitu ”Surat Keputusan 

Nomor:  56 Tahun 2013, yang ditetapkan di Bengkulu, 

tertanggal 12 November  2013 tentang pemberhentian secara 

tidak hormat sebagai Pegawai  Perusahaan Daerah Air 

Minum Kota Bengkulu” (bukti P-7 = T-1). 

9. Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata 

Usaha  Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha 

Negara, Majelis  berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat 

(1) dan (5) Undang-undang  Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 4 serta  Pasal 47 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  Usaha 

Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang 

Nomor 9  Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-

undang Nomor 51  Tahun 2009 Tentang Undang-undang 

Peradilan Tata Usaha Negara yang  menyatakan bahwa 

Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku  kekuasaan 

kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa,  

mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata 

Usaha Negara, di  mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 

Undang-undang Nomor 51  Tahun 2009, yang dimaksud 

dengan Sengketa Tata Usaha Negara  adalah sengketa yang 

timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara  orang atau 

badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata  

Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai 

akibat  dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara 
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termasuk sengketa  kepegawaian berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang  berlaku.79 

10. Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 

angka  9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang 

dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah 

“Penetapan Tertulis yang  dikeluarkan oleh Badan atau 

Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi  Tindakan Hukum 

Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan  

perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, 

individual dan  final yang menimbulkan akibat hukum bagi 

seseorang atau badan  hukum perdata” dengan 

pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata  Usaha 

Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata 

Usaha  Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata 

Usaha Negara  sebagaimana disebutkan secara limitatif 

dalam Pasal 2 Undang-undang  tersebut. 

11. Menimbang, bahwa salah satu Konsideran “mengingat” 

dalam  pembentukan Peraturan Perusahaan Daerah Air 

Minum Kota Bengkulu  Nomor 72 Tahun 2004 Tentang 

Kepegawaian Perusahaan Daerah Air  Minum Kota 

Bengkulu Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota  

Bengkulu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 

Tentang Pokok Pokok Kepegawaian sabagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang  Nomor 43 Tahun 1999.  

12. Menimbang, bahwa Pengangkatan Penggugat sebagai 

Pegawai  Perusahaan Daerah Air MInum Kota Bengkulu 

                                                             
79 Putusan  Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL, Putusan  Nomor 

05/G/2014/PTUN.BKL, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia 
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berdasarkan Surat  Keputusan Direksi Perusahaan Air 

Minum Kota Bengkulu Nomor  821.123-0202 Tahun 1998 

Tentang Pengangkatan Pegawai Daerah Air  Minum Kota 

Bengkulu (bukti P-2). 

13. Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan sebagai 

Pegawai  Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu 

berdasarkan Surat  Keputusan Direktur Perusahaan Daerah 

Air Minum Kota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2013 Tentang 

Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai  Pegawai Perusahaan 

Daerah Air Minum Kota Bengkulu (bukti P-7=T-1);80 

14. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perusahaan” 

sesuai  dengan Pasal 1 ayat 2 (dua) Peraturan Perusahaan 

Daerah Air Minum  Kota Bengkulu Nomor 72 Tahun 2004 

Tentang Kepegawaian Perusahaan  Daerah Air Minum Kota 

Bengkulu Direksi Perusahaan Daerah Air  Minum Kota 

Bengkulu adalah “badan usaha dengan nama perusahaan  

Daerah Air Minum atau dimana dapat perlu disingkat 

PDAM, dengan  wilayah kerja kota Bengkulu”. 

15. Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Direksi” 

sesuai  dengan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Perusahaan Daerah 

Air Minum Kota  Bengkulu Nomor 72 Tahun 2004 Tentang 

Kepegawaian Perusahaan  Daerah Air Minum Kota 

Bengkulu Direksi Perusahaan Daerah Air  Minum Kota 

Bengkulu adalah “Pengurus Perusahaan yang diangkat oleh  

Walikota Bengkulu untuk jangka waktu tertentu, yang 

bertanggung  jawab penuh atas pengurusan perusahaan 

                                                             
80 Putusan  Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL, Putusan  Nomor 

05/G/2014/PTUN.BKL, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia 
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untuk kepentingan dan  tujuan perusahaan serta mewakili 

perusahaan didalam maupun diluar  pengadilan.  

16. Menimbang, bahwa Direksi Perusahaan Daerah Air Minum 

Kota  Bengkulu diangkat oleh Walikota Bengkulu untuk 

melaksanakan fungsi  pemerintahan khususnya tingkat 

daerah yang telah diberikan melalui  atributif sesuai yang 

termuat dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan  Perusahaan 

Daerah Air Minum Kota Bengkulu Nomor 72 Tahun 2004  

Tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota 

Bengkulu  Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota 

Bengkulu. 

Dalam Eksepsi, menolak eksepsi tergugat, dalam Pokok 

Sengketa:81 

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

b. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor: 56 Tahun 2013, 

yang  ditetapkan di Bengkulu, tertanggal 12 November 2013 

tentang  pemberhentian secara tidak hormat sebagai 

Pegawai Perusahaan  Daerah Air Minum Kota Bengkulu;  

c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan  

Nomor: 56 Tahun 2013, yang ditetapkan di Bengkulu, 

tertanggal  12 November 2013 tentang pemberhentian secara 

tidak hormat  sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Air 

Minum Kota Bengkulu; 

d. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya 

perkara  sebesar Rp.164.000-, (Seratus enam puluh empat 

ribu rupiah);  

                                                             
81 Putusan  Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL, Putusan  Nomor 

05/G/2014/PTUN.BKL, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia 
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Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 

Majelis Hakim  Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada 

hari selasa,15 April 2014  oleh kami INDRA KESUMA 

NUSANTARA, S.H. sebagai Hakim Ketua  Majelis, 

MUHAMMAD ALI, S.H., dan ANDI HENDRA DWI BAYU 

PUTRA,  S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan 

diucapkan dalam  persidangan yang terbuka untuk umum pada 

hari Selasa tanggal 29  April 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, 

dengan dibantu oleh PISMAWATI, S.H., M.H. sebagai Panitera 

Pengganti Pengadilan Tata  Usaha Negara Bengkulu dengan 

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat  dan Kuasa Hukum  

Tergugat.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian dan analisis yang telah 

penulis lakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa : 

1. Dasar Hukum Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara 

Dalam Mengadili Sengketa Pemberhentian Pegawai BUMD 

pada putusan Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL merujuk pada 

pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 

memperluas obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha 

Negara menjadi: a) Penetapan tertulis yang juga mencakup 

tindakan factual; b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata 

Usaha Negara; c) ketentuan perundang-undangan dan 

AUPB; d) Bersifat final; e) Keputusan yang berpotensi 

menimbulkan akibat hukum. Dan/atau; f) Keputusan yang 

berlaku bagi warga masyarakat.  

2. Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim PTUN 

Bengkulu dalam putusan Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL 

Surat Keputusan Nomor: 56 Tahun 2013, yang 

ditetapkan di  Bengkulu, tertanggal 12 November 2013 

tentang pemberhentian  secara tidak hormat sebagai 

Pegawai Perusahaan Daerah Air  Minum Kota Bengkulu: a) 

bahwa membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan  

menyatakan pada intinya bahwa penerbitan objek sengketa 

telah memenuhi prosedur, mekanisme dan tata cara yang 

ditentukan dalam  peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; b) bahwa tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam 

Jawabannya tertanggal 4 Maret 2014; c) Majelis  berpedoman 
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pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang  

Nomor 48 Tahun 2009 serta  Pasal 47 Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1986. 

B. Saran  

Adapun saran-saran bagi pihak-pihak terkait dapat diutarakan 

sebagai berikut : 

1. Seharusnya dalam proses pemeriksaan seharusnya 

menghadirkan aparatur sipil negara dan pejabat yang 

berwenang menghukum dalam persidangan, maka dengan 

begitu kedua belah pihak dapat menjelaskan alasan dan 

bukti secara langsung pada saat pemeriksaan. 

2. Seharusnya Diterbitkan Peraturan Perundang-Undangan 

tentang mengadili sengketa pemberhentian pegawai BUMD 

dan memberikan keadilan dalam penyelesaian sengketa 

yang terjadi. 
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